Menimbang :

Mengingat :

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [ Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara—
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomorl25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor
09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2. Pengelolaan Keuangaan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.
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Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan penginterprestasian atas hasilnya,
serta penyajian laporan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi
adalah dasar, peraturan dan aplikasi yang digunakan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun
laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur
secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.



14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah adalah SKPD/unit kerja pada
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

15. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

17. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi terdiri atas prinsip, dasar, konversi,
aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Daerah dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi dibangun atas dasar Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang
mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi menerapkan SAP Berbasis Akrual.
(2) Kebijakan  Akuntansi akun mengatur  definisi,
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP
atas:
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan
akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi
dalam SAP.

Pasal 5

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi:

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;
Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;
Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;
Kebijakan Akuntansi Arus Kas;
Kebijakan Akuntansi CALK;
Kebijakan Akuntansi Piutang;
Kebijakan Akuntansi Persediaan;
Kebijakan Akuntansi Investasi;
Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
Kebijakan Akuntansi Asset Tetap;
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Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
. Kebjjakan Akuntansi Dana Cadangan;

Kebijakan Akuntansi Asset Lainnya;

Kebijakan Akuntansi Asset Tak Berwujud,;

Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;

Kebijakan Akuntansi Beban;

Kebijakan Akuntansi Belanja;
. Kebijjakan Akuntansi Pembiayaan;
Kebijjakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa; dan
w. Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasi.
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran huruf A sampai dengan
huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
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BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Tahunan, paling rendah terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan SAL;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.
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(2) Dalam rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Entitas Akuntansi
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan
Keuangan Tahunan, yang paling rendah terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam  rangka  pertanggungjawaban  pengelolaan

perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan
Keuangan, yang paling rendah terdiri atas:

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.
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Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mulai berlaku untuk
pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran Pemerintah Daerah tahun angggaran 2015.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2012 Nomor 216) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Juni 2014

s RIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 313



